
1 

 

Daftar Pustaka 

 

Buku: 

A.Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, 

1976.  

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia 

(Cetakan Kedua), Bayumedia Pulishing, Malang, 2005.  

Chazawi,Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,  Bayumedia 

Publishing, Malang, 2011.  

Danil, Elwi. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2012.  

Dirjosisworo, Soedjono. Fungsi Perundang- undangan Pidana dalam 

Penanggulangan Korupsi di Indonesia, PT.Sinar Baru, Bandung. 

Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.  

Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT Citra Aditya 

Bakty Bandung,2006. 

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.  

Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 

Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.  

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.  

Pompe, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.  

Prakoso, Djoko. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara 

Pidana, P Bina Aksara,1987.  

Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Chalia 

Indonesia,1983. 

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. 

Tim Pengkaji SPKN, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta,2002. 

Waluyo, Bambang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan 

Optimalisasi), Sinar Grafika. Jakarta,2008.  

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek, PT. Sinar Grafika, 

Jakarta,2008.  

 

 

 

 
Jacosta Partogi Hamonangan, 2021 
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/


2 

 

Undang- Undang 

 Penjelasan Umum atas Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana 

 Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

 Undang- Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 

 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana 

 Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

 Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman 

Undang Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

 

Jurnal Hukum 

Effendy, Marwan. Pembaktian Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum dan 

Pembangunan Tahun ke-39 No.1 Januari-Maret 2009. 

Ferdian, Ardi. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana 

Korupsi, Arena Hukum Vol. 6, No. 3, Desember 2012. 

Mulyadi, Lilik, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan 

Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003, Jurnal Hukum 

Peradilan Vol.4 No.1 Tahun 2015. 

Murti, Harry, Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif 

Juridis Sosiologis, Humaniora, Vol. 8 No. 2 Desember 2011. 

Satria, Hariman. Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, Integritas Vol. 3 No.1 

2017 

Supriyadi Widodo Eddyono,  Pembebanan Pembuktian Terbalik dan 

Tantangannya (verification reversed imposition and it’s challenges)”, 

Legislasi Indonesia,Vol.8 No.2 Juni 2011. 

Waluyo, Bambang. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal 

Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014. 

 

Lain Lain 

A.Anggraini, Pendekatan Perbandingan, https: //ngobrolinhukum. 

wordpress.com/2013/12/16/ pendekatan -dalam-penelitian-hukum 

Jacosta Partogi Hamonangan, 2021 
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/


3 

 

Selamat Nazar, Abdul. Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak 

Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang 

Pengadilan Tipikor), https://media.neliti.com/media/publications/10655-

ID-penerapan-asas-equality-before-the-law-dalam-tindak-pidana-

korupsi-studi-tentang.pdf,  

 

 

 

Jacosta Partogi Hamonangan, 2021 
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/

